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KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  

NOMOR  68.3 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 

DILINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2024 
 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang   :   a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan 

reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi, perlu mengusulkan Agen Perobahan 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Agen 

Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

Mengingat         : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelengaraan Negara Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6554); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 158); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi; 

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 

68.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH 

KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH 

DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI 

DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN 

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 

2024. 

KESATU  : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 

lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Keputusan ini; 

KEDUA  : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai 

penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih 

baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 

Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Tahun 2024; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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  Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth, 

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi; 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Februari 2024 

SEKRETARIS JENDERAL, 

HERU SETIAWAN 
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Lampiran Surat Keputusan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Nomor : 68.3 Tahun 2024 
Tanggal : 2 Februari 2024 

 
 

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN 

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN 

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2024 

 

NO. NAMA 
PANGKAT/ 
GOLONGAN 

JABATAN 

1. Widy Hastowahyudi 
NIP. 198308312007121001 

Penata Tingkat 

I / III d 
Pranata Komputer Ahli 

Muda 

2. Ishak Purnama 

NIK. 198509262023211014 

Penata Muda / 
III a 

Pranata Komputer Ahli 
Pertama 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Februari 2024 

SEKRETARIS JENDERAL, 

HERU SETIAWAN 
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Nomor : 420/DK.06.00/03/2023 08 Maret 2023 

Lampiran :  -  

Hal :  Permohonan sebagai Narasumber 

 

 

Kepada Ykh. Saudara: 

1. Widy Hastowahyudi, S.Kom. 

2. Hafidz Ikhsan Baihaki 

di Tempat 
 

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan 

menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 

Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk 

menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada: 

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023 

Waktu  : 13.00 s.d. 15.00 WIB 

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor 

Materi : Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik 

 

Kami telah menugaskan Sdri. Angga Putri Gardina, yang dapat dihubungi melalui 

handphone nomor 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.  

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

a.n. Sekretaris Jenderal, 

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

Elisabeth 

 

 

Tembusan Yth.: 

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
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NOTA DINAS 
Nomor 9404.1/2700/PL.00.02/10/2023 

 

 

 

Bersama ini disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi RI akan melaksanakan pengadaan 

monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023. 

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut, diharapkan kepada Kelompok Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa agar memilih Mendampingi pemilihan Penyedia melalui E-Katalog yang 

dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. 

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 

 

 

 Jakarta, 23 Oktober 2023 

Pejabat Pembuat Komitmen VII, 

 

SIGIT PURNOMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada  : Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa  

Dari  : Pejabat Pembuat Komitmen VII Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI  

Perihal : Pengadaan monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NOTA DINAS 
Nomor 9404.1/2700/PL.00.02/10/2023 

 

 

 

Bersama ini disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi RI akan melaksanakan pengadaan 

monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023. 

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut, diharapkan kepada Kelompok Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa agar memilih Mendampingi pemilihan Penyedia melalui E-Katalog yang 

dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. 

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 

 

 

 Jakarta, 23 Oktober 2023 

Pejabat Pembuat Komitmen VII, 

 

SIGIT PURNOMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada  : Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa  

Dari  : Pejabat Pembuat Komitmen VII Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI  

Perihal : Pengadaan monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023 

Digital Signature
mk2073680325231130025440



` 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA 

 

 

 

PENGADAAN BARANG/JASA  

PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA ICT 

(MONITOR DAN PERANGKAT DELEGATE RUANG SIDANG) 

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI RI  

 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

` 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA 

 

 

 

PENGADAAN BARANG/JASA  

PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA ICT 

(MONITOR DAN PERANGKAT DELEGATE RUANG SIDANG) 

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI RI  

 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

www.mkri.id
www.mkri.id


 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate 

Ruang Sidang) perlu diadakan karena sebagai bentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

wewenang MK dalam mengawal konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. MK tidak 

hanya mengemban tugas memutus perkara, tetapi juga memudahkan akses masyarakat untuk 

menjangkau dan mendapatkan keadilan.  

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi secara optimal. Sesuai dengan Visi MK “Mengawal tegaknya Konstitusi melalui 

Peradilan yang modern dan Terpercaya” keberadaan teknologi informasi merupakan motivasi 

untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-

luasnya mengenai MK, maka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta 

mencukupi harus dapat dilakukan terutama perangkat teknologi yang mumpuni untuk memenuhi 

kelancaran penanganan perkara. 

 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5226); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik;  

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta aturan turunannya; 

6. Peraturan PresidenNomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

7. Peraturan Menteri Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Reformasi Birokrasi 

nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN  

a. Maksud 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan sebagai salah satu syarat dilaksanakannya 

Kegiatan Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat 

Delegate Ruang Sidang) dalam mewujudkan hasil pekerjaan yang baik dan sesuai dengan 

rencana kerja Pusat TIK. 
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b. Tujuan 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat 

masukan, spesifikasi teknis dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta 

diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengadaan Peremajaan Perangkat 

Infrastruktur dan Sarana Prasarana ICT. 

 

IV. SASARAN 

Sasaran dari pelaksanaan Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan 

Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah 

Konstitusi RI adalah terwujudnya untuk mewujudkan pelayanan prima MK dalam pelaksanaan 

persidangan. 

 

V. NAMA ORGANISASI DAN KEGIATAN 

1. Unit Kerja :  Mahkamah Konstitusi RI 

2. Program   :  Program Dukungan Manajemen 

3. Kegiatan   : Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan 

Perlengkapan, Perlengkapan, Arsip dan Ekspedisi 

4. Pekerjaan :  Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan 

Perangkat Delegate Ruang Sidang).  

5. Sumber Pendanaan: Sumber Dana melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dengan nilai Harga Perkiraan 

Sendiri sebesar Rp. 991,861,259 (Sembilan ratus sembilan puluh 

satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh 

sembilan rupiah) pada mata anggaran 

077.01.WA.3369.CAN.001.051.A.532111. 

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

 Nama :  Sigit Purnomo 

 Jabatan Struktural :  Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 PPK VII :  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

VI. METODE DAN JANGKA WAKTU 

Metode pemilihan penyedia yang akan dilaksanakan adalah metode e-katalog dan dilaksanakan 

pada bulan Juli 2023. Jangka waktu pengerjaan 60 hari kalender Tahun Anggaran 2023. 

 

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang lingkup dalam kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor 

Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah 

Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan Penyedia Jasa adalah sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh 

user (peralatan dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat 

penjelasan pekerjaan pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang 

dipersyaratkan).  

2. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan, kualitas proses, yang 

tercantum dalam spesifikasi teknis.  
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3. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja dan selanjutnya 

dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang 

dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

4. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta aturan turunannya. 

5. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of 

Quantity (BoQ). 

6. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung 

sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung 

MKRI Jakarta. 

7. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi 

sesuai fungsinya. 

8. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat 

hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 

9. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 

10. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya 

yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 

11. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 

12. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 

13. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 

14. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan 

dan berfungsi kembali; 

15. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan; 

16. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi 

yang mengalami kerusakan; 

17. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali 

sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan; 

18. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang 

pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam; 

19. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 

20. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti 

melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung 

sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis. 

21. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of 

Quantity (BoQ). 

 

VIII. KUALIFIKASI CALON PENYEDIA 

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:  

1. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas; 

2. Memiliki NIB dengan KBLI 46521, 46511; 

3. Bersedia mengikuti seluruh persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan; 

 

 

 
3. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja dan selanjutnya 

dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang 

dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

4. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta aturan turunannya. 

5. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of 

Quantity (BoQ). 

6. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung 

sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung 

MKRI Jakarta. 

7. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi 

sesuai fungsinya. 

8. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat 

hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 

9. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 

10. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya 

yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 

11. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 

12. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 

13. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 

14. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan 

dan berfungsi kembali; 

15. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan; 

16. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi 

yang mengalami kerusakan; 

17. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali 

sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan; 

18. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang 

pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam; 

19. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 

20. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti 

melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung 

sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis. 

21. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of 

Quantity (BoQ). 

 

VIII. KUALIFIKASI CALON PENYEDIA 

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:  

1. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas; 

2. Memiliki NIB dengan KBLI 46521, 46511; 

3. Bersedia mengikuti seluruh persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan; 
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4. Memiliki pengalaman kerja dalam di bidang multimedia dan sejenisnya di pemerintah atau 

BUMN dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dapat  dibuktikan dengan kontrak dari 

pemberi kerja dan berita acara serah terima pekerjaan; 

5. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan 

yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau 

tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.  

 

IX. KELUARAN 

Adapun keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Sarana 

Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023. 

 

X. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN 

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Pengembangan dan Sarana 

Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023: 

Spesifikasi Peralatan pendukung Ruang sidang 

1. Monitor ASUS VT229H Touch Monitor - 21.5" = 9 unit 

Display  

 Panel Size (inch)   : 21.5 

 Aspect Ratio    : 16:9 

 Display Viewing Area (H x V): 476.64 x 268.11 mm 

 Display Surface   : Glare 

 Backlight Type   : LED 

 Panel Type    : IPS 

 Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° 

 Pixel Pitch    : 0.248mm 

 Resolution    : 1920x1080 

 Brightness (Typ.)   : 250cd/㎡ 

 Contrast Ratio (Typ.)   : 1000:1 

 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 

 Display Colors    : 16.7M 

 Response Time   : 5ms (GTG) 

 Refresh Rate (Max)   : 60Hz 

 Touch     : Yes (PCAP Touch) 

 Protection Glass   : Yes 

 Flicker-free    : Yes 

Video Feature 

 Trace Free Technology  : Yes 

 SPLENDID Technology  : Yes 

 Color Temp. Selection  : Yes (4 modes) 

 QuickFit    : Yes 

 HDCP     : Yes 

 Low Blue Light   : Yes 

 Audio Feature 

 Speaker     : Yes (1.5Wx2) 
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I/O Ports 

 HDMI(v1.4) x 1 

 VGA x 1 

 Earphone Jack   : Yes 

Power Consumption 

 Power Consumption  : 18.56W 

 Power Saving Mode  : <0.5W 

 Power Off Mode  : <0.5W 

 Voltage    : 100-240V, 50/60Hz 

Garansi 3 Tahun 

 

2. ASUS Mini PC PN63-S1 (Garansi 3 Tahun) = 15 unit 

 Processor Intel Core I5 Gen 11 

 RAM 16 GB, DDR4 

 Storage 256 GB SSD 

 Sistem Operasi Windows 11 Home 

 Konektivitas Wifi and Bluetooth 

 VGA Integrated Graphics 

 Garansi 3 Tahun 

 

3. Switcher KRAMER VS-211H2 = 18 unit 

 VS−211H2 is a high−performance auto switcher for 4K@60Hz (4:4:4) HDMI video 

signals. Offering priority and last−connected auto switching scheme options, it 

automatically switches input signals to output connection, according to the selected 

switching scheme, and based on active video signals detection. 

 Inputs = 2 HDMI: On female HDMI connectors; Outputs = 1 HDMI: On a female 

HDMI connector 

 Garansi 1 Tahun 

 

4. KRAMER RC-20TB = 18 unit 

 RC-20TB Wall Plate Insert — 2–Button Contact Closure Switch For use with VP–

81SIDN Supported by: K–Config Only 

 > Two–Button Faceplate — 2 momentary buttons; > Output Connectors — Terminal 

block; Size — Single slot wall plate insert. 

 Garansi 1 Tahun 

 

5. KRAMER FRAME-1G FRAME FOR WALL PLATE INSERT = 18 unit 

 Frame for Wall Plate Inserts - 1 Gang 

 

6. BRACKET FOR MONITOR 21.5INCH VT229H (CUSTOM) = 9 unit 

 Bracket custom for Monitor 21.5inch 

 

7. TELEVIC CONFIDEA DD G3 = 3 unit 

 Televic Wireless delegate unit with built-in loudspeaker, microphone connector. 

 Features : » Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the 

microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-

to-speak button with two signalling LEDs » Two headphone outputs » One headphone 

volume adjustment 

 Garansi 2 tahun 
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8. TELEVIC CONFIDEA CD G3 = 4 unit 

 Televic Wireless chairman unit with built-in loudspeaker, microphone connector, 

prior and next button 

 Features = Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the 

microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-

to-speak button with two signaling LEDs » Two headphone outputs » One headphone 

volume adjustment » Priority button » Next-in-line button 

 Garansi 2 tahun 

 

9. TELEVIC PLIXUS AUDIO ENGINE (AER) = 1 unit 

 The Plixus Audio Engine with recording capabilities is a 19" rack-mountable device 

that provides all the processing and signal handling required for an audio-only system 

 Connectivity = 2 Power connectors » 4 Conference network ports » DLP switch » 2 

Dante ports (not usable) » 1 USB 2.0 ports » LAN port » 1 Balanced XLR audio input 

» 1 Balanced XLR audio output » 2 Unbalanced Cinch audio inputs » 2 Unbalanced 

Cinch audio outputs 

 Garansi 2 tahun 

 

10. TELEVIC D-MIC 40 SL = 7 unit 

 Televic GSM immune gooseneck microphone of 40cm with bi-colour ledring 

 Material = Brass ; Color = Matt Black, RAL 9011 

 Garansi 2 tahun 

 

11. TELEVIC CONFIDEA BP G3 = 27 unit 

 Confidea Battery Pack 

 Supply voltage 15 V; Capacity 6600 mAh ; Autonomy 28 hours; Max/min output 

voltage 8.4/5.9 VDC; Nominal output voltage 7.2 VDC; Charging time 4 hours; Quick 

charge to 50% 1 hour 

 Garansi 2 tahun 

 

XI. PENUTUP 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia dalam 

melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara 

matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dengan kualitas 

sesuai yang telah ditetapkan. 

 

Jakarta, 17 Oktober 2023    

Pejabat Pembuat Komitmen VII 

Sigit Purnomo 
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Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal 25 Oktober 2023 14:

Informasi Paket

24 Oktober 2023

25 Oktober 2023

11

Tanggal Buat     :

Tanggal Ubah     :

Jumlah Produk     :

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu
Lima Puluh Sembilan Rupiah

Peralatan Elektronik dan PendukungnyaEtalase Produk :

LTN-P2310-7735350ID Paket

PurchasingJenis Paket :

Pengembangan dan Sarana Prasarana ICTNama Paket :

Mahkamah Konstitusi RiInstansi :

MAHKAMAH KONSTITUSI RISatuan Kerja :

Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta 10110, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat Satuan Kerja :

00.123.873.2-025000NPWP :

2023Tahun Anggaran

Sumber Dana : APBN (077.01. WA.3369.CAN.001.051.A. 532111)

Rp 991.854.059,00Harga Total     :

IDRKurs     :

1.00Nilai Kurs     :

24-10-2023Tanggal Kurs     :

PP/Pemesan PPK Penyedia Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang

Sigit Purnomo
02123529000
ppbmn@mkri.id

Sigit Purnomo
02123529000
ppbmn@mkri.id

PT. Mitsindo Visual Pratama
Puri Deltamas Blok I no. 46-47, jl.
bandengan selatan no. 43, jakarta
sales@mitsindo.co.id
021-668 2033

PT. Mitsindo Visual Pratama
Puri Deltamas Blok I no. 46-47, jl.
bandengan selatan no. 43, jakarta
sales@mitsindo.co.id



Daftar Pesanan

VS-211H2Nama Produk

kramerManufaktur

18Kuantitas

Rp 9.500.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 171.000.000,00Total Harga

Switcher KRAMER VS-211H2
• VS211H2 is a highperformance auto switcher for 4K@60Hz (4:4:4) HDMI
video signals. Offering priority and lastconnected auto switching scheme options, it
automatically switches input signals to output connection, according to the selected
switching scheme, and based on active video signals detection.
• Inputs = 2 HDMI: On female HDMI connectors; Outputs = 1 HDMI: On a female
HDMI connector
• Garansi 1 Tahun
1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan

Catatan



Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

RC-20TBNama Produk

kramerManufaktur

18Kuantitas

Rp 2.190.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 39.420.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;

Catatan



8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

KRAMER RC-20TB
• RC-20TB Wall Plate Insert — 2–Button Contact Closure Switch For use with VP–
81SIDN Supported by: K–Config Only
• > Two–Button Faceplate — 2 momentary buttons; > Output Connectors —
Terminal block; Size — Single slot wall plate insert.
• Garansi 1 Tahun



FRAME-1G Frame For Wall Plate InsertNama Produk

kramerManufaktur

18Kuantitas

Rp 620.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 11.160.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

Catatan



perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

KRAMER FRAME-1G FRAME FOR WALL PLATE INSERT
• Frame for Wall Plate Inserts - 1 Gang dan bergaransi

Mini PC PN63-S1 - i5 - 16GB - 256GB SSD - Win 11 Home - Garansi 3 TahunNama Produk

ASUSManufaktur

15Kuantitas

Rp 10.000.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 150.000.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;

Catatan



12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

ASUS Mini PC PN63-S1 (Garansi 3 Tahun)
• Processor Intel Core I5 Gen 11
• RAM 16 GB, DDR4
• Storage 256 GB SSD
• Sistem Operasi Windows 11 Home
• Konektivitas Wifi and Bluetooth
• VGA Integrated Graphics
• Garansi 3 Tahun

Confidea DD G3Nama Produk

TELEVICManufaktur

3Kuantitas

Rp 26.460.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 79.380.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.

Catatan



3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA DD G3
• Televic Wireless delegate unit with built-in loudspeaker, microphone
connector.
• Features : » Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted
when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or
request-to-speak button with two signalling LEDs » Two headphone outputs » One
headphone volume adjustment
• Garansi 2 tahun



Confidea CD G3Nama Produk

TELEVICManufaktur

4Kuantitas

Rp 27.439.920,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 109.759.680,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

Catatan



perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA CD G3
• Televic Wireless chairman unit with built-in loudspeaker, microphone
connector, prior and next button
• Features = Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted
when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or
request-to-speak button with two signaling LEDs » Two headphone outputs » One
headphone volume adjustment » Priority button » Next-in-line button
• Garansi 2 tahun

Plixus Audio Engine (AER)Nama Produk

TELEVICManufaktur

1Kuantitas

Rp 118.365.600,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 118.365.600,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;

Catatan



9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

TELEVIC PLIXUS AUDIO ENGINE (AER)
• The Plixus Audio Engine with recording capabilities is a 19" rack-mountable
device that provides all the processing and signal handling required for an audio-only
system
• Connectivity = 2 Power connectors » 4 Conference network ports » DLP switch
» 2 Dante ports (not usable) » 1 USB 2.0 ports » LAN port » 1 Balanced XLR audio
input » 1 Balanced XLR audio output » 2 Unbalanced Cinch audio inputs » 2
Unbalanced Cinch audio outputs
• Garansi 2 tahun



D-Mic 40 SLNama Produk

TELEVICManufaktur

7Kuantitas

Rp 5.597.597,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 39.183.179,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

Catatan



perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

TELEVIC D-MIC 40 SL
• Televic GSM immune gooseneck microphone of 40cm with bi-colour ledring
• Material = Brass ; Color = Matt Black, RAL 9011
• Garansi 2 tahun

Monitor Touchscreen 21.5 inch VT229HNama Produk

ASUSManufaktur

9Kuantitas

Rp 4.900.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 44.100.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan

Catatan



Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

Monitor ASUS VT229H Touch Monitor - 21.5"
Display
• Panel Size (inch) : 21.5
• Aspect Ratio : 16:9
• Display Viewing Area (H x V): 476.64 x 268.11 mm
• Display Surface : Glare
• Backlight Type : LED
• Panel Type : IPS
• Viewing Angle (CR10, H/V) : 178°/ 178°
• Pixel Pitch : 0.248mm
• Resolution : 1920x1080
• Brightness (Typ.) : 250cd/
• Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1
• ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
• Display Colors : 16.7M
• Response Time : 5ms (GTG)
• Refresh Rate (Max) : 60Hz
• Touch : Yes (PCAP Touch)
• Protection Glass : Yes
• Flicker-free : Yes
Video Feature
• Trace Free Technology : Yes
• SPLENDID Technology : Yes
• Color Temp. Selection : Yes (4 modes)
• QuickFit : Yes
• HDCP : Yes
• Low Blue Light : Yes
• Audio Feature
• Speaker : Yes (1.5Wx2)
I/O Ports



• HDMI(v1.4) x 1
• VGA x 1
• Earphone Jack : Yes
Power Consumption
• Power Consumption : 18.56W
• Power Saving Mode : <0.5W
• Power Off Mode : <0.5W
• Voltage : 100-240V, 50/60Hz
Garansi 3 Tahun

Bracket for Monitor 21.5inch VT229H (Custom)Nama Produk

Manufaktur

9Kuantitas

Rp 2.000.000,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 18.000.000,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;

Catatan



10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

BRACKET FOR MONITOR 21.5INCH VT229H (CUSTOM)
• Bracket custom for Monitor 21.5inch

Confidea BPNama Produk

TELEVICManufaktur

27Kuantitas

Rp 7.832.800,00Harga Satuan

Rp 0,00
Perkiraan Ongkos
Kirim

22-12-2023 (22 Desember 2023)Tanggal Pengiriman

Rp 211.485.600,00Total Harga

1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk
material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK
yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat
saling terintegrasi sesuai fungsinya.
3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar
perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan reconfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
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5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan
informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang
semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat
yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan
Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah
kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami
kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai
pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat
seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh
perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai
dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA BP G3
• Confidea Battery Pack
• Supply voltage 15 V; Capacity 6600 mAh ; Autonomy 28 hours; Max/min output
voltage 8.4/5.9 VDC; Nominal output voltage 7.2 VDC; Charging time 4 hours; Quick
charge to 50% 1 hour
• Garansi 2 tahun

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



SURAT TUGAS 

Nomor 2.1/2700/01/2024 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi yang lebih luas dan interaktif 

kepada masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas dan transparansi 

dalam proses pengadilan, serta memberikan informasi yang lebih detail 

dan akurat tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlu 

menugaskan Pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

melakukan pengembangan pada laman Mahkamah Konstitusi; 
  b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, 

perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang untuk menjadi 

bagian tim dimaksud. 
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 158); 
  2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; 
  3. 

 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

  4. Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi Tahun 2023 – 2027. 
       

Memberi Tugas: 
Kepada : Nama terlampir 
Untuk : 1. Melaksanakan tugas pembuatan desain dan pengembangan laman 

Mahkamah Konstitusi, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai 

dengan Maret 2024; 
  2. 

 

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan 

hasilnya. 

 

Jakarta, 10 Januari 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Sigit Purnomo 
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bagian tim dimaksud. 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 158); 
  2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; 
  3. 
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Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

  4. Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi Tahun 2023 – 2027. 
       

Memberi Tugas: 
Kepada : Nama terlampir 
Untuk : 1. Melaksanakan tugas pembuatan desain dan pengembangan laman 

Mahkamah Konstitusi, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai 

dengan Maret 2024; 
  2. 

 

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan 

hasilnya. 

 

Jakarta, 10 Januari 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Sigit Purnomo 

 

 

Tembusan Yth.: 

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 

2. Kepala Biro SDMO. 
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1 PUU 1801 45.70%

2 SKLN 29 0.74%

3 PHPU 975 24.74%

4 PHPKADA 1136 28.83%

Total 3941 100%
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Grafik SKLN
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Grafik PHPU
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Grafik PHPKADA

FusionCharts XT Trial
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Cari:

Rabu
03 Juli 2024,
09:00 WIB

38/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan
Negara

M. Robin
Salam, Ir.

Mohammad
Erzad
Kasshiraghi

Perbaikan
Permohonan
(II)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Rabu
03 Juli 2024,
09:30 WIB

39/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
19 Tahun 2019
tentang
Perubahan Kedua
atas Undang-
Undang Nomor
30 Tahun 2002
tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

Muhammad
Kahfi Andhika
Bayu Adji

Perbaikan
Permohonan
(II)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
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Rabu
03 Juli 2024,
10:00 WIB

40/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
20 Tahun 2003
tentang Sistem
Pendidikan
Nasional

Indonesia
Food Security
Review, dll.

Glory Harimas
Sihombing, I
Dewa Made
Agung Kertha
Nugraha,
Winda
Purnama
Ningsih

Perbaikan
Permohonan
(II)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Rabu
03 Juli 2024,
10:30 WIB

42/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
23 Tahun 2019
tentang
Pengelolaan
Sumber Daya
Nasional untuk
Pertahanan
Negara

ERWIN
EDISON

M. MAULANA
BUNGARAN,
SH, MH
YUNICO
SYAHRIR, SH
RAKA GANI
PISSANI, SH,
MH

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Rabu
03 Juli 2024,
13:30 WIB

45/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor 7
Tahun 2017
tentang
Pemilihan Umum
terhadap UUD
1945

Ir. H. Didi
Apriadi

Ridwan Bakar,
S.H. dan M.
Malik Ibrohim,
S.H., M.H.

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Kamis
04 Juli 2024,
10:30 WIB

87/PUU-
XXI/2023

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
30 Tahun 2002
tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi dan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1981 tentang
Hukum Acara
Pidana

Gugum Ridho
Putra, S.H.,
M.H.

Muhammad
Iqbal Sumarlan
Putra, S.H,
M.H.
Dega Kautsar
Pradana, S,H.,
M.Si (Han)
Yolis Suhadi,
S.H.,M.H
Gatot
Priadi.,S.H..M.H
Irfan Maulana
Muharam S.H

Mendengarkan
Keterangan
Panglima TNI,
Keterangan
Tambahan dari
PJI, Ahli dari
Pihak Terkait
Panglima TNI,
dan Ahli dari
Pihak Terkait PJI
(IX)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Tanggal  Perkara  Pemohon  Kuasa  Acara  Keterangan
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Kamis
04 Juli 2024,
13:30 WIB

47/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor 4
Tahun 2023
tentang
Pengembangan
dan Penguatan
Sektor Keuangan

Elrodo
Natama
Sihaloho; Ir.
Pierre W.G.
Abraham;
Andry
Hendarsyah,
S.T.; Saiful
Alamsyah; dan
Usman

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1 Lantai 4

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Kamis
04 Juli 2024,
13:30 WIB

54/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
10 Tahun 2016
Perubahan Kedua
Atas Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2015
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2014 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan Walikota
Menjadi Undang-
Undang

Aditya
Anugrah
Moha, S. Ked.

M Imam Nasef,
SH., MH

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
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Kamis
04 Juli 2024,
15:00 WIB

48/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2014
tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat, Dewan
Perwakilan
Rakyat, Dewan
Perwakilan
Daerah, dan
Perwakilan
Rakyat Daerah
dan Undang-
Undang Nomor 7
Tahun 2017
tentang
Pemilihan Umum

H. Ahmad
Kanedi, S.H.,
M.H.
(Pemohon I);
Dewi Sartika
Hemeto , S.E.
(Pemohon II);
M. Fadhil
Rahmi
(Pemohon III);
Ir. H. Iskandar
Muda
Baharuddin
Lopa
(Pemohon IV);
Zainal Arifin
(Pemohon V);
Prof. Dr. HJ.
Sylviana Murni
, S.H., M.Si.
(Pemohon VI);
Djafar Alkatiri
(Pemohon
VII); dan
Edwin
Pratama
Putra, S.H.

MAKHFUD,
S.H.,M.H.
AGUSTAM
RACHMAN,
S,H,M.APS

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Jum'at
05 Juli 2024,
09:00 WIB

52/PUU-
XXII/2024

Pengujian
Materiil Undang-
Undang Nomor
10 Tahun 2016
tentang
Perubahan Kedua
Atas Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2015
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2014 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan Walikota
Menjadi Undang-
Undang

Ahmad Farisi
(Pemohon I)
dan A Fahrur
Rozi
(Pemohon II)

Pemeriksaan
Pendahuluan
(I)

Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2

Tracking 

Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
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Rekapitulasi Putusan

No Perkara Jumlah Persentase

1 PUU 1801 46%

2 SKLN 29 1%

3 PHPU 975 25%

4 PHPKADA 1136 29%

Total 3941 100%

Grafik PUU
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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor    

10
Jun

2024
17:36 WIB

Nomor : 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2024
Pemohon : Drs. H. Irman Gusman, MBA

Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan
kewenangan Mahkamah, teggang waktu pengajuan permohon,
kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan
suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka
untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam
Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang
berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Sumatera Barat; 4. Memerintahkan kepada Termohon
untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
mengikutersertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi
Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati
dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat
dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling
lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan
menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang
tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan
kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan
supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6.
Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka
pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian
Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pengamanan proses
pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;  
Status : Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh : 3585
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4567)

10
Jun

2024
17:18 WIB

Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Pemohon : Partai Gerakan Indonesia Raya

Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan
kewenangan Mahkamah; Dalam Pokok Permohonan Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 1860
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4561)

10
Jun

2024
17:12 WIB

Nomor : 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Pemohon : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Amar Putusan : Dalam Eksepsi 
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan
Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan
dengan Permohonan Pemohon kabur; 
Dalam Pokok Permohonan 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 794
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4571)
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10
Jun

2024
17:06 WIB

Nomor : 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024
Pemohon : MUSLECH

Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya.

Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 958
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4562)

10
Jun

2024
16:53 WIB

Nomor : 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pemohon : Partai Keadilan Sejahtera

Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai
politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus
dilakukan penghitungan surat suara ulang. 3. Membatalkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024,
sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di
Daerah Pemilihan Bangkalan 5. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum in casu KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan
surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS
18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak
pengucapan Putusan a quo. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum
untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara
ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan
perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat
suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan
suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu
Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka
4 Putusan a quo. 7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses
penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status : Mengabulkan Sebagian
Di Unduh : 583
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4570)

10
Jun

2024
16:37 WIB

Nomor : 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pemohon : Partai Amanat Nasional

Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I
Partai Gerindra dan eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat untuk
seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai
politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon

https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4562
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anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2
harus dilakukan penghitungan surat suara ulang; 3. Membatalkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI
Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan sepanjang perolehan suara Anggota
DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan
surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak
pengucapan Putusan a quo pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru
untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, sebagai berikut: Desa TPS
Jamintoro 012 Jambesari 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 Yosorati 001, 005, 006, 007, 009, 013,
017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051 Gelang 001, 002,
003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029,
031, 038, 040, 045, 048, 050 Pringgowirawan 001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029,
030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041 Karangbayat 001, 002, 003, 005,
006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan
surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak
pengucapan Putusan a quo pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan
Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil
Pamekasan 2, sebagai berikut: Desa TPS Tattangoh TPS 4 Larangan
Badung TPS 22, TPS 25, TPS 26 Palengaan Dajah TPS 19 Bayupelle TPS 4,
TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27 Potoan Laok TPS 903, TPS 904,
TPS 905, TPS 906 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang
sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas dan kemudian digabungkan
dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI
Dapil Jawa Timur IV dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil
Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang serta
menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang
tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah; 7. Memerintahkan kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa
Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan untuk
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara
ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas; 8. Memerintahkan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk
melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut
sesuai dengan kewenangannya. 9. Menolak permohonan Pemohon
untuk selain dan selebihnya.
Status : Mengabulkan Sebagian
Di Unduh : 807
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4564)

10
Jun

2024
16:16 WIB

Nomor : 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pemohon : Partai Demokrat

Amar Putusan : Dalam Eksepsi 
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; 
Dalam Pokok Permohonan 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil
pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4564
https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4564


Jember Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan pencermatan ulang
hasil rekapitulasi.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai
NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di
Daerah Pemilihan Jember 1.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten
Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil
(plano) pada:
1) TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember
Kidul, Kecamatan Kaliwates;
2) TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan
Kepatihan, Kecamatan Kaliwates;
3) TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan
Kaliwates; serta
4) TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;
dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK
Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara
berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan
rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak
pengucapan Putusan a quo.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan
perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan
pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang
tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan dan
mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus
melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu
Kabupaten Jember, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan angka 4.
7. Memerintahkan Kepolisan Negara Republik Indonesia atau jajarannya
untuk melakukan pengamanan terhadap proses pencermatan ulang
sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status : Mengabulkan Sebagian
Di Unduh : 832
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4572)

10
Jun

2024
16:01 WIB

Nomor : 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai Amanat Nasional

Amar Putusan : Dalam Eksepsi 
Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan

Mahkamah;
Dalam Pokok Permohonan 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan
Papua Pegunungan 4, harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara
(PUSS);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4572
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2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di
Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4; 
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan
ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di 18 (delapan belas) TPS
Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut: TPS
1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga,
TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya,
TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2
Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, dan TPS 1 Jelepele, dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari   sejak Putusan a quo diucapkan dan
menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penghitungan Ulang Surat
Suara (PUSS) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan
amar Putusan ini; 
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian
Resor Tolikara untuk melakukan pengamanan proses Penghitungan Ulang
Surat Suara (PUSS) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status : Mengabulkan Sebagian
Di Unduh : 1003
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4551)

10
Jun

2024
15:52 WIB

Nomor : 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai NasDem

Amar Putusan : Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan
Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur). 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan
Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur). 3. Menolak eksepsi Pihak Terkait II mengenai mengenai
tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan
Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 4. Menolak eksepsi Pihak Terkait
III mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan
Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dalam Pokok Permohonan
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 849
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (index.php?page=download.Putusan&id=4552)

10
Jun

2024
15:35 WIB

Nomor : 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai Persatuan Pembangunan

Amar Putusan : Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 130-01-17-
37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024. Dalam Eksepsi 1. Menolak
eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 2. Menolak
eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau

https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4551
https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4551
https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4552
https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4552
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SURAT TUGAS 

Nomor  46/2700/03/2024 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penanganan 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 dan pemanfaatan web 

portal, web service dan IKD atas data kependudukan bagi 

pengembangan aplikasi SIMPPK dan e-bukutamu, maka perlu dilakukan 

Proof of Concepts (PoC) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri; 

  b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, 

perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk 

dalam surat tugas dimaksud. 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 158); 

  2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

 

Memberi Tugas: 

NO NAMA JABATAN KET. 

1. Mundiri Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data - 

2. Rachman Karim Pranata Komputer Ahli Pertama - 

3. Ishak Purnama Pranata Komputer Ahli Pertama - 

4. Adam Waluyo Penelaah Teknis Kebijakan - 

 

Untuk : 1. Melakukan Proof of Concepts (PoC) secara langsung sistem aplikasi 

SIMPPK dan e_bukutamu pada : 

 Hari, Tanggal : Senin, 18 Maret 2024 

 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai 

 Tempat : Kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 
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  2. Kegiatan dimaksud akan diberikan hak keuangan sesuai dengan 

ketentuan. 

  3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

 

Jakarta, 18 Maret 2024 

An. Sekretaris Jenderal, 

Kepala Pusat TIK 

Sigit Purnomo 

 

 

Tembusan Yth.: 

1. Sekretaris Jenderal Makamah Konstitusi; 

2. Kepala Biro Renkeu; 

3. Kepala Biro SDMO. 
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TAMU RESEPSIONIS RESEPSIONIS DUKCAPIL 
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1. Tamu yang berkunjung ke mahkamah konstitusi menyerahkan ID CARD ke resepsionis. 

2. Resepsionis menanyakan apakah pengunjung sudah menggunakan IKD, jika pengunjung 

sudah menggunakan IKD maka resepsionis memilih form input buku tamu pada aplikasi e-

bukutamu. 

2.1. Resepsionis men-scan qrcode IKD tamu. 

3. Setelah itu id ikd diteruskan ke dukcapil menggunakan API. 

4. Jika tidak sesuai e-bukutamu akan menerima pesan error. 

5. Jika sesuai maka e-bukutamu akan mendapatkan nilai balikan data penduduk dari api IKD 

yang akan ditampilkan pada e-bukutamu dan mencatat waktu kedatangan tamu. 

6. Resepsionis akan memberikan ID CARD tamu MKRI. 

7. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI. 

8. Jika tamu tidak memiliki akun IKD makan resepsionis akan men-scan eKTP pengunjung. 

8.1. Pesepsionis menge-tap eKTP pengunjung pada mesin eKTP reader. 

9. Setelah itu data akan di proses di server dukcapil. 

10. Jika data dari eKTP reader tidak sesuai maka api dukcapil akan memberikan nilai balikan 

pesan error. 

11. Jika data sesuai makan e-bukutamu akan menerima nilai balikan data pengunjung dari API 

DUKCAPIL dan mencatat waktu kedatangan tamu. 

12. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI. 

13. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI. 

14. Jika pengunjung/tamu tidak memiliki IKD dan eKTP tidak terbaca pada eKTP reader maka 

resepsionis akan menggunakan metode input manual dengan menggunakan API web service 

DUKCAPIL sesuai/tidak sesuai. 

15. Jika sesuai maka API WEB SERVICE akan mengembalikan nilai balikan keseuaian input. 

16. Jika data tidak sesuai maka menampilkan pesan error dan menenggunakan metode WEB 

PORTAL. 

17. Jika data sesuai makan e-bukutamu akan menyimpan data tamu dan mencatat waktu 

kedatangan tamu pada e-bukutamu. 

18. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI. 

19. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI. 

20. Jika data tidak sesuai Ketika di verifikasi pada API WEB SERVICE sesuai/tidak sesuai maka 

resepsionis menggunakan WEB PORTAL untuk mengecek data pengunjung 

21. SERVER DUKCAPIL akan memverifikasi data input dari web portal. 

22. Jika sesuai maka akan tampil data pengunjung pada web portal dan resepsionis memperbaiki 

input data pengunjun. 

23. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI 

24. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI. 
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Laporan Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara 
 

 

 
1. Fitur Jadwal Sidang  
Fitur Jadwal Sidang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024, adapun beberapa 

penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
a. Jenis sidang sudah disesuaikan dengan perkara PHPU 
b. Tanggal Ketetapan sudah otomatis tercatat jika sebelumnya sudah diinput 
c. Tanggal sidang menampilkan tanggal sekarang 
d. Penambahan fitur tempat sidang atau ruang sidang dengan menu dropdown agar 

pencatatan informasi terkait ruang sidang seragam. 
e. Edit jadwal sidang sudah disesuaikan dengan penambahan-penambahan dan pernyesuaian 

fitur diatas 
f. Adanya fitur pending  untuk penjadwalan sidang 
g. Adanya fitur keterangan ketika jadwal sidang berubah dan notif WA ke petugas persidangan 
 

 
Gambar 1 input jadwal sidang 

 

 
Gambar 2 list jadwal sidang per perkara 



 

 

 
Gambar 3 Edit jadwal sidang 

 
2. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Persidangan 
Layout Sidang Gugus Tugas Persidangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 

2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
a. List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan 

panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat 
beberapa perkara 

b. Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024 
c. Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan 

untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang 
sebenarnya 

d. Ploting untuk masing-masing pihak sudah dibedakan dengan warna dan sudah terintegrasi 
dengan gambar layout sehingga memudahkan untuk membaca layout sidang 



 

 

 
Gambar 4 List jadwal sidang untuk Layout dipersidangan 

 

 
Gambar 5 layout ruang sidang  

 



 

 

 
Gambar 6  Ploting kuota bangku sidang 

 

3. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan 
Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara 

PHPU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
e. List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan 

panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat 
beberapa perkara dan ada status apakah layout sidang sudah diploting atau belum. 

f. Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024 
g. Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan 

untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang 
sebenarnya 

h. Penambahan fitur checkin Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan scan barcode 
i. Adanya fitur untuk menyesuaikan para pihak yang hadir 
j. Adanya fitur mencetak daftar para pihak 
 

 
Gambar 7 Checkin Kehadiran Sidang 

 



 

 

 
Gambar 8  List jadwal sidang kejurupanggilan 

 

 

 
Gambar 9  Edit keadiran para pihak 

 

 

 

 
4. Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak 
Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak adalah fitur baru untuk memudahkan para pihak untuk 

melakukan konfirmasi kehadiran sidang yang sudah terintegrasi dengan fitur panggilan 
persidangan dan checklist persidangan dan kejurupanggilan, adapun manfaat fitur ini 
adalah: 

a. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan panggilan persidangan dengan mengirimkan 
link untuk melakukan konfirmasi siapa saja yang akan hadir dalam ruang sidang. Fitur ini juga 
sudah terintegrasi dengan ploting layout sidang, sehingga para pihak hanya bisa mengisi 
bangku yang telah di berikan oleh bagian persidangan 



 

 

b. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan aplikasi checklist persidangan yang mana 
checklist persidangan akan terkoneksi dengan data konfirmasi kehadiran. 

c. Terintegrasinya konfirmasi kehdiran kedalam fitur kejurupanggilan, sehingga 
kejurupanggilan bisa mengetahui siapa saja yang sudah konfirmasi untuk hadir didalam 
persidangan nantinya, dan sudah terintegrasi dengan fitur checkin pada saat para pihak 
hadir kedalam ruang sidang 

d. Para pihak setelah melaukan konfirmasi kehadiran maka akan menerima WA yang berisi 
informasi sidang, bangku sidang, QRCode untuk kehadiran 

 
Gambar 10  Konfirmasi kehadiran 

 

 
Gambar 11 Form Konfirmasi Kehadiran Sesuai dengan kuota bangku sidang 

 



 

 

 
Gambar 12 Cetak Konfirmasi Kehadiran dan WA Qrcode bangku sidang untuk kehadiran 

 

5. Fitur Amicus Curiae 
Fitur Amicus Curiae pada website MK, mengupload Amicus Curiae agar masyarakat dapat 
mengakses 

 



 

 

 
6. Fitur Link Zoom Pada Konfirmasi Kehadiran Para Pihak 

Dikarenakan kebutuhan untuk mengakomodir para pihak hadir sidang melalui online, maka 
diperlukan informasi terkait link zoom untuk para pihak. 

 
 

7. Fitur Ploting Otomatis Zona Z (Zoom/Online) 
Untuk Memudahkan Gugus Tugas Persidangan dalam memploting bangku sidang maka 
diperlukan fitur cepat agar memploting zona zoom/online sesuai dengan perkara yang sudah 
terdaftar dan mendapatkan 1 kursi bangku online. 

 
 

8. Fitur Cetak Kehadiran Para Pihak Per Panel untuk Sidang Pleno (Putusan/Ketetapan) 
Untuk mengakomodir kebutuhan mencetak kehadiran para pihak berdasarkan Panel, maka 
diperlukan fitur khusus untuk mencetak kehadiran para pihak per panel pada sidang Pleno 
Putusan atau Ketetapan 
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Ringkasan Proyek

Nama

Perancangan dan pengembangan antarmuka lamanmkri.id.

Deskripsi

Perancangan tampilan baru dan pengembangan antarmuka depan (front-end) website mkri.id

responsif terhadapmobile & desktop dengan teknologi React.js.

Tujuan

Berdasar pada Surat Pesanan Pengadaan PengembanganWebsite mkri.id Tahun Anggaran 2024

nomor 69.5/PBJ/MK/2024 tanggal 08Maret 2024.

Lingkup

Lingkup daripada proyek ini berdasar pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan, yaitu

sebagai berikut:

1. Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id

dengan syarat tidakmenghilangkan fitur yang sudah ada;

2. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) denganmenggunakan

framework Next.js;

3. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih

baik;

4. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan

oleh tim internalMK;

5. Menambahkan fitur pencarian putusan dan kontenwebsite dari sisi desain dan antarmuka

depan;

6. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

7. Melaksanakan uji integrasi secaramenyeluruh untukmemastikan semua komponen

berinteraksi secara efektif;

8. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan

produksi;

9. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

10. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi

antarmuka;

11. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

12. Maintenance selama 6 bulan.
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Pengembang

Pengembang atau penyedia adalah PT. Iterasi Inovasi Teknologi, beralamat diMTH Square Ground

Floor A4/A, Jl. LetjenMTHaryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan sebuah

perusahaan yangmelakukan aktivitas jasa teknologi informasi pemrograman denganNIB:

0411230067394.

Perusahaan telahmenetapkan 5 orang dalam proyek ini sebagai tim pengembang, dengan detail:

1. LuthfiHariz, selaku ProjectManager

2. Labib ImamHidayat, selaku Lead Front-end Engineer

3. Kevin RyanHadi, selaku Lead UI/UXDesigner

4. AntonMartono, selaku UI/UXDesigner

5. AgungNugraha, selaku Front-end Engineer

Referensi DokumenDigital

No Dokumen Tautan

1 File Desain Figma https://bit.ly/mkri-id-figma

2 Source Code https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend

3 Petunjuk Instalasi https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend/-/blob/

main/README.md

4 Kontrak Integrasi API https://docs.google.com/document/d/1BbVhvw_hmY

m1Na45iIFcbzrwQVrwIn_6PdGil-2Rf08/edit?usp=sh

aring
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Timeline

Proyek dimulai pada 8Maret 2024 dan selesai pada 5 April 2024, denganmasamaintenance

selama 6 bulan, atau hingga 5Oktober 2024.

Fase

UI/UX Design

Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan

syarat tidakmenghilangkan fitur yang sudah ada. Output berupa desain baru website mkri.id

dalam format file Figma.

Front-end Development & Integration

1. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) denganmenggunakan

framework Next.js;

2. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih

baik;

3. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan

oleh tim internalMK;

4. Menambahkan fitur pencarian putusan dan kontenwebsite dari sisi desain dan antarmuka

depan;

5. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

Output berupa source code front-end yang sudah terintegrasi dengan back-end yang disediakan

oleh PusTIKMK, dan versi testing dari website terbarumkri.id.
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Fase 8, 11-15Mar 18-22Mar 25-29Mar 1-5 Apr

UI/UXDesign

Front-end development & integration

Testing

Production Deployment

Documentation &Handover



Testing

1. Melaksanakan uji integrasi secaramenyeluruh untukmemastikan semua komponen

berinteraksi secara efektif;

2. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan

produksi;

3. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

Output berupa dokumentasi rencana pengujian dan juga hasil pengujian, serta website terbaru

mkri.id yang siap untuk dirilis secara publik atau production ready.

Production Deployment

Prosesmengunggah versi final dari website mkri.id terbaru ke lingkungan produksi agar dapat

diakses dan digunakan oleh pengguna secara luas.

Output dari fase ini berupamkri.id dengan desain dan teknologi terbaru.

Documentation & Handover

1. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi

antarmuka;

2. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

Output berupa dokumen dan pelatihan terkait.
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Progress Proyek

7Maret 2024

1. Kick off meeting dilakukan via Zoom

2. Project adalah perancangan dan pengembangan antarmuka lamanmkri.id, dengan ruang

lingkup yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja.

8Maret 2024

1. Berdasarkan kontrak, proyek secara resmi telah dimulai

2. Design guideline untuk website barumkri.id sudah tersedia di file Figma

3. Memulai fase front-end development

13Maret 2024

1. Integrasi dengan backendmulai dilakukan

2. Versi testing sementara dari website mkri.id dapat diakses di

https://mkri-id.onrender.com/

3. Beberapa feedback terkait API untuk keperluan integrasi sudah disampaikan dan dicatat di

dokumenMKRI.id Integrasi dan Test Plan

4. Finalisasi API akan dilakukan dalam 2 hari kedepan oleh tim ITMK

5. Terkait persiapan testing: deployment ke internal testing serverMK sudah bisa dilakukan,

langkah deployment tersedia di file README.md repository GitlabMKRI

15Maret 2024

1. Dilakukan rapat teknis via Zoom untukmembahas integrasi dan juga proses testing

2. Progress pengerjaan front-end 85%, proses testing sudah berjalan sekitar 50%.

3. Versi website mkri.id terbaru sudah tersedia di internal testing serverMK yang bisa

diaksesmelalui https://testing.mkri.id

19Maret 2024

1. Proses testingmencapai 90%, dengan beberapa feedback terkait back-end dan juga

front-end.

2. Direncanakan untukmelakukan presentasi ke hadapan pak Sekjen terkait hasil

implementasi terbaru dari mkri.id, namun tertunda.

3. Menerima feedback terkait hasil implementasi terbaru yang terdokumentasi di link berikut

https://docs.google.com/document/d/15PA51egZ8isw2u52fRzT4yHGWVZSNbxxkdsbgM

iMeu8/edit
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25Maret 2024

1. Semua feedback selesai, kecuali fitur pencarian, karenamenunggu proses pembuatan API

dari backend selesai.

2. Menerima beberapa feedback lainnya terkait desain kemudian diselesaikan dalam hari

yang sama.

26Maret 2024

1. API pencarian sudah tersedia di backend, front-endmulai melakukan integrasi dan

penyesuaian API.

28Maret 2024

1. Fitur pencarian sudah berhasil terintegrasi dan tersedia di website testing.mkri.id

01 April 2024

1. Melakukan presentasi di hadapan SekjenMK terkait website baru.

2. Menerima beberapa feedback terkait website baru:

a. Pilih bahasa agar dipindah ke atas

b.   Tulisan perkara danwebsite agar dibuat lebih besar dengan logo kaca pembesar
c.   Grafik informasi anggaran agar dibuat gradasi danmenyesuaikan nilainya
d.   3 tombol pilkada, pilpres dan puu di beranda agar dibuat gradasi tampak seperti

background pengumuman

3. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadapwebsite baru denganmenampilkan banner di

website lamamkri.id sebelum benar-benar mengganti mkri.id dengan laman baru.

4. Dilakukan nya sosialisasi

03 April 2024

1. Semua feedback dari SekjenMK sudah selesai dan sosialisasi terhadapwebsite baru siap

dilakukan.

2. Menemukan beberapa bug di fitur pilih bahasa yang perlu diperbaiki dari sisi front-end

04 April 2024
1. Bug berhasil diperbaiki, serah terima siap dilakukan.

05 April 2024

1. Serah terima secara administratif telah dilakukan, termasuk source code dan juga
dokumentasi proyek.

2. Masamaintenance dimulai dan akan berakhir pada 5Oktober 2024.
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PerubahanDesain

Beranda
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VideoMKRI
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Pengaduan
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Pengaduan - Kirim Surat
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BeritaMKRI

15



16



Unit Kerja
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Peradilan
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Peradilan - Struktur Organisasi
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Peradilan - ProfilMKMK
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Peradilan - Jadwal SidangMKMK

22



Hakim
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Perkara
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Perkara - Jadwal Sidang
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Perkara - Rekapitulasi PHPU
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Administrasi Umum - Informasi Anggaran
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Administrasi Umum - LHKPN
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Administrasi Umum - Statistik Pegawai
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Administrasi Umum - Kerjasama
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Publikasi - Majalah Konstitusi
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Pilkada Serentak
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Dokumentasi Teknis

Framework & Libraries
Berikut adalah beberapa framework & libraries utama yang digunakan dalam proyek ini.

Nama Versi Tautan Dokumentasi
Resmi

Deskripsi

Framework Next.js 14.0.3 https://nextjs.org/docs

UI Libraries Chakra UI 2.8.2 https://chakra-ui.com/

Utility Tools Chart JS 4.4.1 https://www.chartjs.org/ Menampilkan chart

D3Org Chart 3.1.1 https://github.com/bumbei

shvili/org-chart

Bagan Struktur

Organisasi

Day JS 1.11.10 https://day.js.org/ Format tanggal

React Hook Form 7.49.2 https://react-hook-form.co

m/

Validasi formulir

Sanitize HTML 2.11.0 https://github.com/apostro

phecms/sanitize-html

Membersihkan html

untuk ditampilkan

dari respon api,

menghindari

serangan XSS

swiper 11.0.5 https://swiperjs.com/ Sliding images

ofetch 1.3.3 https://github.com/unjs/ofe

tch

API Requests
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Struktur Kode

Pengaturan Dasar

Dalam mengatur kode agar sesuai dengan standard, kami menerapkan beberapa pengaturan
seperti dibawah ini:

Nama Path Tujuan

Eslint Config .eslintrc.json Validasi konvensi kode agar

seluruh kodemengikuti

peraturan dan standar

Typescript Config tsconfig.json Pengaturan Typescript

Next Config next.config.js Pengaturan Next JS

Prettier Config .prettierrc.json Pengaturan indent dan baris

baru

Package JSON package.json Daftar semua framework &
libraries pendukung

Struktur Folder Utama (folder src)
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Nama Folder Deskripsi

@constant Semua konstanta, yaitu variabel yang tidak dapat diubah

@type Seluruh deklarasi tipe dan antarmuka

app Folder utamaNext JS routing. Lebih lengkapmengenai app folder,

dapat melihat dokumentasi disini https://nextjs.org/docs/app

components Komponen yang dapat digunakan kembali secara global, tidak terikat

dengan konteks bisnis tertentu.

hooks Hooks global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.

layouts Komponen dasar dari keseluruhan layout yang ada di website, terdiri

dari Navbar, Main Content, Footer.

theme Kustomisasi tema Chakra UI

utils Utility function.

middleware.ts Next JS HTTPMiddleware, lihat dokumentasi lebih lengkap:

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middl

eware



Folder App

Berdasar pada konvensi daripada framework NextJS, semua yang ada didalam folder app akan

menjadi url level 1, sebagai contoh:

● {base_url}/administrasi-umum

● {base_url}/berita

● {base_url}/hakim, etc

Kemudian, semua folder yang berada di dalam subfolder level 1 akanmenjadi url level 2 dan

seterusnya, sebagai contoh:

● {base_url}/hakim/hakim-konstitusi

● {base_url}/hakim/hakim-periode-sebelumnya
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Menyajikan Tampilan

Jika dalam app folder tersebut memiliki file page.tsx, NextJs akanmenyajikan tampilan sebuah
laman, sebagai contoh untuk {base_url}/unit-kerja:

Folder unit kerja tersebut akanmenyajikan tampilan karenamemiliki file page.tsx. Jika tidak ada
file page.tsx saat kita mengunjungi url {base_url}/unit-kerja di browsermaka akanmemunculkan
laman 404 not found.

Dalam proyek ini, folder Screen digunakan untukmenempatkan view yang akan dirender oleh

page.tsx. Sehingga jika di dalamnya terdapat page.tsx, maka folder Screen pun harus ada.

Dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat melalui link ini:

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts

File Layout

Jika di dalam subfolder terdapat file layout.tsx, pastikan bahwa seluruh subfolder atau url path
selanjutnya akanmenggunakan struktur layout antar muka yang sama, lebih jelasnya silahkan lihat

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts

Konvensi Kode

Untuk konvensi kode kami menggunakan tools seperti eslint, prettier dan tsconfig. Pengaturan
dapat dilihat dalam file .eslintrc.json , .prettierrc.json and tsconfig.json. Tools tersebut akan berjalan
saat kita melakukan commit dan push ke repository. Selain itu, saat kita sedangmelakukan koding,

mereka akanmemberitahu kita tentang kesalahan dan akanmengeluarkan error.

Proyek ini jugamempunyai standar untuk commit message, dimana untuk commit diharapkan
seluruh pengembangmengikuti standar yang sesuai agar nantinyamemudahkan pengembang lain

untukmelihat git commit history, silahkan lihat ke .husky/commit-msg untuk pengaturan konvensi
nya.
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Hasil Pengujian

Menu Judul Case QA

Beranda

Banner

Banner tampil dengan kondisi:

1. Jumlah banner sesuai dengan response dari API

2. Judul, subjudul dan tombol (jika ada) akan tampil

3. Jika tombol di klik akanmengarahkan ke halaman yang dituju

PASS

Search
1.Pencarian perkaramengarah pada tracking.mkri.id

2. Pencarian website mengarah pada halaman Search Result
PASS

Tab Perkara Tab putusan, risalah, ikhtisar dan anotasi tampil PASS

Putusan

Tab putusan tampil dengan kondisi:

1. menampilkan 5 item putusan terakhir

2. Tombol selengkapnya yang akanmengarah padamenu

Perkara -> Putusan

PASS

Risalah

Tab risalah tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan 5 item risalah terakhir

2. Setiap item risalahmemiliki file pdf dan juga file audio yang

dapat di putar

3. Tombol selengkapnya yang akanmengarah pada halaman

Perkara -> Ikhtisar

PASS

Ikhtisar Ikhtisar PASS

Anotasi

Tab anotasi tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan 5 item anotasi terakhir

3. Tombol selengkapnya yang akanmengarah pada halaman

Perkara -> Anotasi

PASS

Kalendar

Jadwal Sidang

Kalendar jadwal sidang tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan bulan berjalan

2.Memberikan tanda pada hari ini dan hari libur

3. Memberikan tanda pada sidang, putusan, tunda dan

keduanya

4. Terdapat tombol untukmengganti bulan

5. Pada tanggal yang terdapat kegiatan jika di klik mengarah

pada halaman Jadwal Sidang dengan filter tanggal terpilih

6. Pada hari libur jika di klik menampilkan Jadwal Hari Libur

7. Terdapat tombolnya Selengkapnya yang akanmengarah pada

halaman Jadwal Sidang

PASS

Menu

Permohonan

Online

Tampil menu permohonan online yangmengarah pada

simpel.mkri.id
PASS
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Menu

Pengujian UUD

& SKLN

Jika di klik mengarah pada halaman Pengujian UUD& SKLN >

Peraturan dengan filter tahun terpilih
PASS

Menu Pilkada

Serentak

Jika di klik mengarah pada halaman Pilkada Serentak >Daftar

Pemohon dengan filter tahun terpilih
PASS

Menu PHPU&

Pilpres

Jika di klik mengarah pada halaman PHPUPilpres > Daftar

Pemohon dengan filter tahun terpilih
PASS

Pengumuman

Menampilkan pengumuman dengan kondisi:

1. Tanggal pengumuman dan statistik dilihat

2. Iconmenyesuaikan tipe pengumuman (PDF, IMAGE)

3. Jika di klik mengarah ke halaman yang dituju

4. Terdapat tombol selengkapnya yangmengarah pada halaman

Administrasi Umum> Info Publik > Pengumuman

PASS

VideoMKRI

Menampilkan videomkri dengan kondisi:

1. 4 Video dengan 1 video besar

2. Dapat di play secara langsung

3. Tombol selengkapnya yangmengarah pada halaman Video

MKRI

4. Terdapat label LIVE atau Siaran Ulang

PASS

BeritaMKRI

Menampilkan berita mkri dengan kondisi:

1. Terdapat 4 tab (berita populer, berita sidang, berita non

sidang, berita 2menit)

2. Berita tampil sesuai tab yang dipilih

3. Terdapat tombol selengkapnya dan tombol slide kiri dan

kanan

PASS

Aplikasi Lainnya
Menampilkan aplikasi aplikasi external yang dapat di klik dan

akanmengarah ke halaman aplikasi tersebut
PASS

Layanan

Pengaduan dan

Informasi

Menampilkan tombol Pusat Pengaduan yangmengarah ke

halaman Pengaduan
PASS

HubungiMK
Menampilkan tombol HubungiMK yang akanmengarah ke

contactmk.mkri.id
PASS

English Menampilkan tombol yang akanmengarah ke en.mkri.id PASS

Tombol Internal
Menampilkan tombol yang akanmengarah kewebsite internal

mkri.id
PASS

Footer Footer
Menampilkan footer sesuai dengan desain dan jugamenu yang

bisa di klik mengarah pada halamanmasing-masing
PASS

Video

MKRI
Live Streaming

-Menampilkan video streaming sesuai dengan ruang sidang

-Menampilkan 4 video siaran ulang

-Menampilkan lokasi video conference dalam bentuk peta dan

table

PASS
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- Terdapat tombol menuju ke youtube channelMKRI

Jadwal Kuliah

Umum
https://contactmk.mkri.id/id/kuliah_umum PASS

Jadwal

Kunjungan

MKRI

https://contactmk.mkri.id/id/kunjungan/aktif PASS

Pengelolaan

Vicon
Menampilkan tabel pengelolaan vicon PASS

Hakim

Hakim

Konstitusi

- Menampilkan list hakim yang sedangmenjabat saat ini (ketua,

wakil dan anggota)

- Setiap hakimmemiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan,

lembaga pengusul

- Terdapat tombol profil yang jika di klik akanmenampilkan

detail profil hakim

PASS

Profil Hakim -Menampilkan profil hakim berdasarkan yang di pilih PASS

Hakim Periode

Sebelumnya

-Menampilkan list hakim yang sedangmenjabat sebelumnya

- Terdapat tab Ketua,Wakil, HakimKonstitusi

- Setiap hakimmemiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan,

lembaga pengusul

PASS

Perkara

Perkara

-Menampilkan 10 undang-undang yang sering diuji dan

rekapitulasi utusan dalam bentuk tabel

- Grafik PUU, SKLN, PHPU, dan PHPKADA

- Grafik putusan kabul

PASS

Prosedur

Permohonan

Menampilkan informasi untuk pendaftaran permohonan

langsung dan pendaftaran permohonan online
PASS

Permohonan

Online
simpel.mkri.id PASS

Pengajuan

Permohonan

-Menampilkan list pengajuan permohonan berdasarkan jenis

dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA)

- Terdapat tombol contoh permohonan dan sistematika

permohonan untuk jenis masing-masing

- Dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis masing-masing

- Nomor AP3 padamasing-masing item dapat di klik dan

mengarah pada file tersebut

- Jikamemiliki Dokumen, terdapat linkmenuju dokumen

tersebut

- Terdapat pagination

PASS
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Perkara

Registrasi

- Menampilkan list perkara registrasi berdasarkan jenis dalam

bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA)

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat file yang di lihat (Permohonan dan Permohonan

Registrasi)

- Terdapat pagination

PASS

Jadwal Sidang

-Menampilkan jadwal sidangmulai dari hari ini dan seterusnya

(tanggal, perkara, pemohon, kuasa, acara dan keterangan)

- Terdapat pagination sesuai dengan jumlah sidang (10 untuk 1

page)

- Dapat melakukan pencarian

- Dapat mencentak, download dalam bentuk CSV dan copy ke

clipboard

- Terdapat tombol tracking yangmengarah pada

tracking.mkri.id

- Terdapat pagination

PASS

Putusan

-Menampilkan putusan berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, No AP3, Pokok Perkara,

Pemohon, Amar Putusan, Status, Di Unduh, Kata Kunci dan File

Pendukung

- Dapat melihat File Pendukung

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Risalah

-Menampilkan risalah berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok

Perkara, Acara Sidang, Di Unduh, File Pendukung dan File Audio

- File Pendukung dan File Audio dapat di klik

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Ikhtisar

-Menampilkan ikhtisar berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok

Perkara, Di Unduh dan File Pendukung

- File Pendukung dapat di klik

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Anotasi

- Setiap item anotasi terdapat judul yang dapat di klik

- Terdapat pagination

- Dapat melakukan pencarian

PASS
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Rekapitulasi

Perkara PUU

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PUU dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara PHPU

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPU dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara SKLN

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara SKLN dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara

PHPKADA

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPKADA dengan

pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Peraturan

Peraturan
Menampilkan statistik seluruh peraturanMK dalam bentuk pie

chart
PASS

PeraturanMK

-Menampilkan tabel peraturanMK dengan item Judul, Tentang,

Di Unduh, File Pendukung dengan pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Peraturan

KetuaMK

-Menampilkan tabel peraturan KetuaMK dengan item Judul,

Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Peraturan dan

Keputusan

Sekjen

-Menampilkan tabel peraturan dan keputusan Sekjen dengan

item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan

pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Publikasi

Publikasi
Menampilkan grafik jumlah publikasi dan download file

publikasi
PASS

Penghargaan
Menampilkan list penghargaan dengan pagination dan dapat di

klik untukmelihat gambar penghargaan lebih besar
PASS

Laporan

Tahunan

Menampilkan list laporan tahunan dengan gambar, judul, di

unduh, file pendukung, link video, flip book disertai pagination
PASS

Perkara

-Menampilkan list perkara dengan tab Putusan Landmark,

Buku Kompilasi Ikhtisar Putusan, Ikon HKWNdisertai

pagination

-Masing-masing item dapat di klik

PASS

Majalah

Konstitusi

- Menampilkan list majalah konstitusi disertai pagination

- File pendukung dan Flip Book dapat di klik
PASS
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Info Buku

Konpress

-Menampilkan list Info Buku Konpress dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Naskah

Komprehensif

- Menampilkan list Info Naskah Komprehensif dengan

pagination

- File pendukung dapat di klik

PASS

Jurnal & Arsip
-Menampilkan list jurnal yang dapat di klik

-Menampilkan list arsip dengan pagination yang dapat klik
PASS

Iklan Layanan

Masyarakat

-Menampilkan video iklan layananmasyarakat dengan

pagination yang dapat di play
PASS

Hasil Penelitian
-Menampilkan table hasil penelitian dengan judul yang dapat di

klik
PASS

Proceeding
-Menampilkan list proceeding dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Artikel
- Menampilkan list artikel dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Pengaduan

Pengaduan

- Terdapat Informasi Kontak Kami dengan tautan Email, Call

Center, SMS

- Terdapat Layanan Pengaduan dan Informasi dengan tautan

Lapor,Whistleblowing, Kirim Surat keMK, Tanya Jawab dengan

MK, Lapor keMKMK

- Lapor -> https://mk.lapor.go.id/

-Whisteblowing -> https://wbs.mkri.id/

- Hubungi viaWhatsapp

PASS

Tanya Jawab

- Terdapat form (nama, email, pertanyaan) dan code captcha

- Terdapat list tanya jawab dengan filter pencarian, tanggal dan

tombol reset

- Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit

PASS

Kirim Surat ke

MK

- Terdapat form (nama, email, perihal, isi surat, upload file) dan

code captcha

- Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit

PASS

Laporan Ke

MKMK

- Terdapat form dengan nama, alamat, profesi/pekerjaan, jenis

kelamin, telpon/nomor hp, email, nomor ktp, isi laporan dengan

rich text editor, upload file ktp dan file laporan, juga kode

captcha

- Terdapat tautanmenuju PeraturanMKMKdan Keputusan

MKMK

PASS

Berita

MKRI

BeritaMKRI

- Terdapat list berita dengan tab Berita Populer, Berita Sidang,

Berita Non Sidang, Berita DuaMenit

- Terdapat fitur pencarian dan index tanggal dengan pagination

PASS
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Detail Berita

MKRI

-Menampilkan beberapa gambar disertai caption

- Terdapat tanggal, statistik dilihat, tombol cetak dan konten

berita

PASS

Peradilan

Peradilan
-Menampilkan konten sejarah singkat

-Menampilkan tautan kode etik dan pengumuman dewan etik
PASS

Sejarah &

Perkembangan
Menampilkan konten Sejarah & Perkembangan PASS

Visi Misi Menampilkan konten Visi Misi PASS

Kedudukan &

Kewenangan
Menampilkan konten Kedudukan & kewenangan PASS

Struktur

Organisasi >

Bagan

Struktur Organisasi > Bagan PASS

Struktur

Organisasi

- Menampilkan HakimKonstitusi dengan jabatan

masing-masing

-Masing-masing hakim dapat di klik danmengarah pada

halamanDetail Hakim

-Menampilkan pejabat Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya

-Menampilkan pejabat Panitera dan Panitera Periode

Sebelumnya

-Masing-masing pejabat dapat di klik danmengarah pada

halaman Profil Pejabat

PASS

Struktur

Organisasi >

Profil Pejabat

-Menampilkan profil Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya

-Menampilkan profil Panitera dan Panitera Period Sebelumnya

-Menampilkan LHKPN di masing-masing pejabat

PASS

Tugas Pokok &

Fungsi
Menampilkan konten tugas pokok dan fungsi PASS

Sumpah & Janji

Hakim
Menampilkan konten Sumpah dan Janji Hakim PASS

Emblem,

Hymne &Mars
Menampilkan konten Emblem, Hymne &Mars PASS

Lokasi
Menampilkan konten Lokasi dengan tombol yangmengarah ke

GoogleMap
PASS

Profil Dewan

Etik
Menampilkan seluruh profil dewan etik PASS

Peraturan

Dewan Etik
Menampilkan tabel peraturan dewan etik PASS
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Keputusan

Dewan Etik

-Menampilkan tabel keputusan dewan etik

- No dan Tentang dapat di klik
PASS

ProfilMKMK Menampilkan seluruh profilMKMK PASS

Peraturan

MKMK

Menampilkan tabel peraturanMKMKdengan pencarian

File pendukung dapat di klik
PASS

Pelaporan

MKMK

Menampilkan tabel pelaporanMKMKdengan pagination dan

pencarian, serta Dokumen yang dapat di buka
PASS

Jadwal Sidang

MKMK

Menampilkan tabel jadwal sidangMKMKdengan pagination

dan pencarian
PASS

Risalah Sidang

MKMK

Menampilkan tabel risalah sidangMKMKdengan pagination

dan pencarian, serta Risalah Sidang dan Risalah Audio yang

dapat dibuka

PASS

Keputusan

MKMK

Menampilkan tabel keputusanMKMKdengan pagination dan

pencarian, dengan nomor keterangan dan putusan yang dapat

dibuka

PASS

Administra

si Umum

Rencana

Strategis

Menampilkan tabel rencana strategis dengan pagination dan

pencarian, serta file pendukung yang dapat dibuka
PASS

Grafik

Informasi

Anggaran

-Menampilkan grafik informasi anggaran tahunan (pagu dan

penyerapan), dan juga setiap tahunnya dari 5 tahun kebelakang
PASS

Informasi

Anggaran

-Menampilkan tabel informasi anggaran dengan pagination

- Setiap kolom terdapat file yang bisa di unduh, juga

menampilkan statistik di unduh

PASS

LAKIP
-Menampilkan LAKIP dengan pencarian dan pagination

- File pendukung dapat di unduh
PASS

Laporan

Keuangan

-Menampilkan tabel laporan keuangan dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan keuangan dapat di unduh
PASS

Daftar

Inventaris

Barang

-Menampilkan tabel daftar inventaris barang dengan pencarian

dan pagination
PASS

Daftar PNBP

-Menampilkan tabel laporan penerimaan negara bukan pajak

dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh

PASS

Pelayanan

Publik

-Menampilkan tabel pelayanan publik dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh
PASS

PPID

-Menampilkan konten PPID

- Terdapat tombol Permohonan Informasi, Pengajuan

Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik yang dapat

di unduh

PASS
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- Terdapat tabel Profil, Regulasi dan Laporan, yang

masing-masing file nya dapat di unduh

Formulir

Permohonan

Informasi

- Terdapat form nama, alamat, no hp, email dan nomor identitas,

juga upload file identitias, rincian informasi yang dibutuhkan,

tujuan penggunaan informasi, caramemperoleh informasi dan

caramendapatkan salinan informasi

- Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit

PASS

Formulir

Pengajuan

Keberatan

Informasi

- Terdapat tombol untuk cek nomor permohonan informasi

- Ketika di klik, informasi akan otamatis terisi pada form

- User dapat mengubah data pada bagian kecuali (nama, alamat,

no hp, email, nomor identitas)

- Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit

PASS

LHKPN
- Terdapat tabel & grafik LHKPN dari tahun ke tahun

- Grafik dapat di hover untukmenampilkan value
PASS

Statistik

Pegawai

-Menampilkan statistik pegawai dalam bentuk pie chart

- Setiap item dalam chart dapat di klik untukmelihat informasi

lebih detail dalam bentuk grafik

- Dalam statistik pegawai detail, dapat melihat grafikmenurut

jenis kelamin, pendidikan, usia, agama dan status nikah

PASS

Data Pegawai Mengarah kewebsite https://apps.mkri.id/datapegawai/ PASS

Kerjasama

-Menampilkan statistik jumlah kerjasama (nota kesepahaman,

tanda tangan digital, tanda tangan basah)

-Menampilkan tabel kerjasama (judul, tentang, tanggal,

diunduh) dengan pencarian dan pagination

PASS

Link
-Menampilkan tautan website lembaga negara danmahkamah

konstitusi
PASS

Siaran Pers &

Newsletter

-Menampilkan tabel siaran pers dengan pagination, dan judul

yang bisa di buka

-Menampilkan tabel news letter dengan pagination, dan judul

yang bisa di buka

PASS

Pengumuman

-Menampilkan tabel pengumuman dengan pagination dan judul

yang bisa di buka

- menampilkan tabelWTP sebanyak 14 kali

PASS

Informasi

Lelang

-Menampilkan informasi lelang dengan tab Pengumuman,

Pengumuan PL dan PengumumanGU disertai pagination dan

fitur pencarian

PASS

LPSE Mengarah kewebsite lpse.mkri.id PASS

Reformasi

Birokrasi

- Menampilkan halaman reformasi birokrasi, dengan tab

Laporan Pelaksanaan, LaporanQuickWins, Laporan Survey

Pelaksanaan, RoadMap dan GrandDesign

PASS
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- Setiap tab terdapat tabel dengan judul yang bisa di klik,

pagination dan fitur pencarian

Unit Kerja Unit Kerja
-Menampilkan tautan unit kerja

-Menampilkan aplikasi lainnya
PASS

Pengujian

UUD&

SKLN

Peraturan

-Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

-Menampilkan peraturan terkait pengujian undang-undang (UU

RI & PMK)

PASS

Permohonan

Diterima

Menampilkan tabel permohonan diterima dengan filter tahun

dan pagination, dengan file dan ap3 file yang dapat di buka
PASS

Form
Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah dan pemohon)
PASS

Alur Menampilkan konten alur perkara PUU PASS

Jadwal
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PUU
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

Pilkada

Serentak

Permohonan

Diterima

Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

Menampilkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada dengan jenis

Gubernur, Bupati danWalikota

Menampilkan tabel untukmasing-masing jenis dengan fitur

pencarian, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File

lainnya)

PASS

Statistik Daftar

Permohonan

Menampilkan statistik Permohonan dan Perkara untuk

masing-masing jenis
PASS

Peraturan
Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter

tahun (UURI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)
PASS

Form dan Fakta
Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah dan pemohon) dengan filter tahun
PASS

Alur Perkara Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun PASS

Jadwal Sidang
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PHPKADA
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

PHPU&

Pilpres

Permohonan

Diterima

Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

Menampilkan Daftar Permohonan Perkara PHPU dengan jenis

Perkara DPR/DPRD, Perkara DPD, Perkara Presiden/Wapres

PASS
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Menampilkan tabel untukmasing-masing jenis dengan filter

pencarian dan tahun, dan file-file yang bisa di unduh (AP3,

Registrasi, File lainnya)

Peraturan
Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter

tahun (UURI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)
PASS

Form dan Fakta

Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah, pemohon, termohon, pihak terkait dan bawaslu,

serta pemilihan umum legislatif DPD) dengan filter tahun untuk

masing-masing jenis

PASS

Alur Perkara Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun PASS

Jadwal Sidang
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PHPU
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

Fitur

Aksesibiliti

as

Fitur

Aksesibilitias
Fitur aksesibilitas mode suara, perbesar dan perkecil teks. PASS

Navigasi

Navigasi Utama Menampilkanmenu navigasi utama sesuai desain PASS

Navigasi Level 2

dan Level 3

Menampilkan navigasi level 2 dan level 3 sesuai denganmenu

utama yang dipilih
PASS
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Penutupan &Garansi

Proyek ini dinyatakan selesai dan diserahkan pada tanggal 5 April 2024, sesuai dengan timeline

yang telah ditetapkan.

Garansi untuk proyek ini berlaku selama 6 bulan, dimulai dari tanggal penyelesaian proyek pada 5

April 2024, dan berakhir pada 5Oktober 2024. Garansi mencakup penyelesaianmasalah yang

terkait dengan kode di front-end yang dapat mengganggu fungsionalitas atau tampilan website.

Namun, garansi tidakmencakup pengembangan fitur baru yang tidak termasuk dalam lingkup

pengembangan proyek sebelumnya.

Jikamemiliki pertanyaan lebih lanjut ataumemerlukan bantuan selama periode garansi, dapat

menghubungi LuthfiHariz sebagai ProjectManager, melalui nomor handphone +6285697586581

atau email di luthfihariz@gmail.com.
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KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

476 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN 

INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIS JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Pedoman Standar  Pelayanan Publik di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jendeal Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 28 tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dipandang tiak sesuai lagi dengan 

perkembangan ruang lingkup pelayanan publik dan kebutuhan 

masyarakat, khususnya terkait layanan cepat dengan penggunaan 

layanan dalam jaringan (daring/online), sehingga perlu diganti dnegan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru;

b. bahwa dalam rangka penyusunan aksi perubahan sebagai salah satu 

syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan 

judul Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah 

Konstitusi (SIPPI MK);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk dan 

menetapkan Tim Kerja aksi perubahan Sistem Publikasi dan 

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

476 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN 

INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIS JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Pedoman Standar  Pelayanan Publik di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jendeal Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 28 tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dipandang tiak sesuai lagi dengan 

perkembangan ruang lingkup pelayanan publik dan kebutuhan 

masyarakat, khususnya terkait layanan cepat dengan penggunaan 

layanan dalam jaringan (daring/online), sehingga perlu diganti dnegan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru;

b. bahwa dalam rangka penyusunan aksi perubahan sebagai salah satu 

syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan 

judul Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah 

Konstitusi (SIPPI MK);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk dan 

menetapkan Tim Kerja aksi perubahan Sistem Publikasi dan 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK);

d. nama nama yang tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan 

mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan 

Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah 

Konstitusi (SIPPI MK); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6554);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK);

d. nama nama yang tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan 

mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan 

Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah 

Konstitusi (SIPPI MK); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6554);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi;

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN APLIKASI 

SISTIM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 

MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK) DI LINGKUNGAN 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI.

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi;

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN APLIKASI 

SISTIM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 

MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK) DI LINGKUNGAN 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI.

PERTAMA : Menetapkan Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan Penyebarluasan 

Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas 

sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan aplikasi, antara lain 

melaksanakan rapat persiapan dan penyusunan jadwal/timeline 

pelaksanaan pembangunan aplikasi;

2. Melaksanakan tahapan pembangunan aplikasi, antara lain

mengembangkan program dalam aplikasi, melaksanakan rapat 

pembahasan progress pembangunan aplikasi, melaksanakan uji sistem 

aplikasi;

3. Melaksanakan tahapan akhir pembangunan aplikasi, antara lain 

Menyusun petunjuk penggunaan aplikasi, Menyusun modul aplikasi, 

mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi;

4. Melaksanakan tahapan perbaikan dan pengembangan aplikasi secara 

berkala.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan aplikasi 

Sistim Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi 

(SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 

tanggal 10 Oktober 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 

PERTAMA : Menetapkan Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan Penyebarluasan 

Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas 

sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan aplikasi, antara lain 

melaksanakan rapat persiapan dan penyusunan jadwal/timeline 

pelaksanaan pembangunan aplikasi;

2. Melaksanakan tahapan pembangunan aplikasi, antara lain

mengembangkan program dalam aplikasi, melaksanakan rapat 

pembahasan progress pembangunan aplikasi, melaksanakan uji sistem 

aplikasi;

3. Melaksanakan tahapan akhir pembangunan aplikasi, antara lain 

Menyusun petunjuk penggunaan aplikasi, Menyusun modul aplikasi, 

mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi;

4. Melaksanakan tahapan perbaikan dan pengembangan aplikasi secara 

berkala.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Tim Pembangunan Aplikasi Sistim Publikasi dan 

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan aplikasi 

Sistim Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi 

(SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 

tanggal 10 Oktober 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 



terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

Lampiran I

Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor  : 476 Tahun 2023

Tanggal : 10 Okotber 2023

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN 

PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengarah : Heru Setiawan

2. Penanggung Jawab : Budi Wijayanto

3. Wakil Penanggung Jawab : Sigit Purnomo

4. Mentor : Fajar Laksono

5. Coach : Syam Wahidin

6. Ketua : Mutia Fria Darsini

7. Anggota Tim Administrasi : 1. Tiara Agustina

2. Fitri Yuliana

3. Andhini Sayu Fauzia

4. Raisa Ayuditha

6. Anggota Tim Konten : 1. Lulu Anjarsari

2. Sri Pujianti

3. Utami Argawati

4. Ifa Dwi Septian

5. Fauzan Febriyan

6. R. Widjaja Saputra

7. Ilham Wiryadi

8. Yuwandi

9. Muhammad Nur

10. Hermanto

Lampiran I

Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor  : 476 Tahun 2023

Tanggal : 10 Okotber 2023

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN 

PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengarah : Heru Setiawan

2. Penanggung Jawab : Budi Wijayanto

3. Wakil Penanggung Jawab : Sigit Purnomo

4. Mentor : Fajar Laksono

5. Coach : Syam Wahidin

6. Ketua : Mutia Fria Darsini

7. Anggota Tim Administrasi : 1. Tiara Agustina

2. Fitri Yuliana

3. Andhini Sayu Fauzia

4. Raisa Ayuditha

6. Anggota Tim Konten : 1. Lulu Anjarsari

2. Sri Pujianti

3. Utami Argawati

4. Ifa Dwi Septian

5. Fauzan Febriyan

6. R. Widjaja Saputra

7. Ilham Wiryadi

8. Yuwandi

9. Muhammad Nur

10. Hermanto

7. Anggota Tim IT (Programer) : 1. Jefryanto

2. Ishak Purnama 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Okotber 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

7. Anggota Tim IT (Programer) : 1. Jefryanto

2. Ishak Purnama 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Okotber 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

Lampiran II

Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor  : 476 Tahun 2023

Tanggal : 10 Okotber 2023

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN 

PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

NO JABATAN URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan pembangunan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK.

2. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab atas terselenggaranya 

pembangunan pembangunan aplikasi SIPPI MK.

3. Wakil Penanggung Jawab : Membantu penanggungjawab atas 

terselenggaranya pembangunan aplikasi SIPPI 

MK.

4. Ketua : 1. Memimpin pelaksanaan pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

2. Menyusun konsep dan rencana pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi 

dengan pihak terkait dalam pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK.

5. Anggota Tim Administrasi : 1. Membantu menyusun jadwal dan rencana 

serta mengadministrasikan kegiatan 

pelaksanaan pembanguanan aplikasi SIPPI 

MK. 

Lampiran II

Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor  : 476 Tahun 2023

Tanggal : 10 Okotber 2023

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN 

PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

NO JABATAN URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan pembangunan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK.

2. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab atas terselenggaranya 

pembangunan pembangunan aplikasi SIPPI MK.

3. Wakil Penanggung Jawab : Membantu penanggungjawab atas 

terselenggaranya pembangunan aplikasi SIPPI 

MK.

4. Ketua : 1. Memimpin pelaksanaan pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

2. Menyusun konsep dan rencana pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi 

dengan pihak terkait dalam pembangunan 

aplikasi SIPPI MK.

4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK.

5. Anggota Tim Administrasi : 1. Membantu menyusun jadwal dan rencana 

serta mengadministrasikan kegiatan 

pelaksanaan pembanguanan aplikasi SIPPI 

MK. 



2. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas 

lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Membantu menyiapkan materi pembahasan 

dalam melakukan koordinasi baik secara 

internal maupun eksternal terkait 

pembentukan pedoman.

6. Anggota Tim Konten : 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi, 

serta koordinasi dan fasilitasi dengan pihak 

terkait terhadap data yang akan dimasukan 

dalam aplikasi SIPPI MK. 

2. Melakukan input data awal dan update data 

pada aplikasi SIPPI MK.

3. Membantu Menyusun laporan proses 

pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI 

MK.

7. Anggota Tim IT (Programer) : 1. Membantu ketua dalam melaksanakan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Membantu melakukan evaluasi dan perbaikan 

serta pengembangan aplikasi SIPPI MK.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Okotber 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

2. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas 

lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Membantu menyiapkan materi pembahasan 

dalam melakukan koordinasi baik secara 

internal maupun eksternal terkait 

pembentukan pedoman.

6. Anggota Tim Konten : 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi, 

serta koordinasi dan fasilitasi dengan pihak 

terkait terhadap data yang akan dimasukan 

dalam aplikasi SIPPI MK. 

2. Melakukan input data awal dan update data 

pada aplikasi SIPPI MK.

3. Membantu Menyusun laporan proses 

pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI 

MK.

7. Anggota Tim IT (Programer) : 1. Membantu ketua dalam melaksanakan 

pembangunan aplikasi SIPPI MK di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Membantu melakukan evaluasi dan perbaikan 

serta pengembangan aplikasi SIPPI MK.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Okotber 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN



 
 
 
 
 
 
 
 

SURAT TUGAS  

NOMOR  908/ST.SPD/2000/11/2023 

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada 

yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut: 

Daftar Nama Terlampir 

Dari : Kota Asal Terlampir  

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.  

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan 

Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi 

Pemilihan Umum Angkatan IV di Hotel Grand Mercure 

Jakarta Harmoni pada tanggal 14 s.d. 16 November 2023. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Jakarta, 14 November 2023 

an.  Ketua Mahkamah Konstitusi, 

Sekretaris Jenderal, 

Heru Setiawan 

 

 

Tembusan Yth. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SURAT TUGAS  

NOMOR  908/ST.SPD/2000/11/2023 

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada 

yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut: 

Daftar Nama Terlampir 

Dari : Kota Asal Terlampir  
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Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Jakarta, 14 November 2023 

an.  Ketua Mahkamah Konstitusi, 

Sekretaris Jenderal, 

Heru Setiawan 

 

 

Tembusan Yth. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 
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Lampiran Surat Tugas 

Nomor  : 908/ST.SPD/2000/11/2023 

Tanggal : 13 November 2023 

 

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM 

ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN IV 

 

NO NAMA PENUGASAN TANGGAL 
KOTA 

ASAL 

1 Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Narasumber 14 November 2023 Jakarta 

2 Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. Narasumber 14 November 2023 Jakarta 

3 Dr. Fajar Laksono, S.Sos. M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

4 Triyono Edy Budhiarto, S.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

5 Mochammad Afifuddin  Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

6 Saiful Anwar, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

7 Yunita Rhamadani, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

8 M. Mahrus Ali, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

9 
Titis Anindyajati, S.E., S.H., 

M.H. 
Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

10 Sigit Purnomo, S.IP., M.M. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

11 Ishak Purnama, S.Kom. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

12 
Dr. Achmad Edi Subiyanto, 

S.H., M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

13 
Anak Agung Dian Onita, S.H., 

M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

14 
Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., 

M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

15 
Dr. Anna Triningsih, S.H., 

M.H.                                                              
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

16 Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Koordinator 16 November 2023 Jakarta 

17 Nanang Subekti 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

18 Santhy Kustrihardiani 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran Surat Tugas 

Nomor  : 908/ST.SPD/2000/11/2023 

Tanggal : 13 November 2023 

 

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM 

ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN IV 

 

NO NAMA PENUGASAN TANGGAL 
KOTA 
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5 Mochammad Afifuddin  Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

6 Saiful Anwar, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

7 Yunita Rhamadani, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

8 M. Mahrus Ali, S.H., M.H. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

9 
Titis Anindyajati, S.E., S.H., 

M.H. 
Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

10 Sigit Purnomo, S.IP., M.M. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

11 Ishak Purnama, S.Kom. Narasumber 15 November 2023 Jakarta 

12 
Dr. Achmad Edi Subiyanto, 

S.H., M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

13 
Anak Agung Dian Onita, S.H., 

M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

14 
Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., 

M.H. 
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

15 
Dr. Anna Triningsih, S.H., 

M.H.                                                              
Narasumber 16 November 2023 Jakarta 

16 Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Koordinator 16 November 2023 Jakarta 

17 Nanang Subekti 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

18 Santhy Kustrihardiani 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 
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19 Bambang Sukmadi 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

20 Fazlur Rahman El Islamy 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

21 Angga Putri Gardina 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

22 Chafid Sugianto 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

23 Yahya Amarullah Taufik 
Moderator dan 

Panitia 

14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

24 Andy Fahri Panitia 
14 s.d. 16 

November 2023 
Bogor 

25 Edho Rizky Ermansyah Moderator 16 November 2023 Jakarta 
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